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ABSTRAK
Reforma agraria adalah suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan. Kurangnya informasi analisis spasial terkait 

kampung reforma agraria di Indonesia menjadi salah satu perhatian serta alasan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran serta hubungan spasial bidang-bidang tanah pada lokasi kampung reforma 

agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis spatial autocorrelation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran spasial bidang tanah kampung 

reforma agraria dan potensi tanah objek reforma agraria di Desa Sumberklampok memperlihatkan pola mengelompok. 

Hubungan spasial yang paling signifikan adalah pada lokasi permukiman yang mengindikasikan bahwa masyarakat Desa 

Sumberklampok lebih terkonsentrasi di lokasi ini. Penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan reforma agraria yang lebih 

efektif untuk pemerataan kepemilikan tanah dan pengembangan wilayah kawasan kampung reforma agraria.

Kata kunci :	 reforma agraria, spatial autocorrelation, kampung reforma agraria

ABSTRACT
Agrarian reform is a significant change in the agrarian structure that enhances access to land for poor farmers with provides 

certainty of ownership for those cultivating the land. The lack of spatial analysis information regarding Agrarian Reform 

Villages in Indonesia is one of the concerns and reasons for preparing this study. This study aims to analyze the spatial 

distribution patterns and relationships of land parcels in the Agrarian Reform Village located in Sumberklampok Village, 

Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province. The analytical method used is spatial autocorrelation analysis. The 

research findings indicate that the spatial distribution pattern of land parcels in the Agrarian Reform Village and the potential 

of the Land Object of Agrarian Reform in Sumberklampok Village show a clustered pattern. The most significant spatial 

relationship is observed in residential areas, indicating a higher concentration of the Sumberklampok Village community in this 

location. This study indicates the need for more effective agrarian reform policies to promote equitable land ownership and the 

development of the Agrarian Reform Village area.
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I.	 PENDAHULUAN
Tanah memiliki keterkaitan dengan berbagai 
perspektif, seperti perspektif sosial, politik, ekonomi 
dan budaya (Sugiyanto et al., 2008). Tanah memiliki 
nilai sosial yang harus dipergunakan dengan 
mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak 
merugikan individu lainnya. Oleh karena itu, tanah 
harus dimanfaatkan dan dikelola secara efektif 
agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 
Kepemilikan tanah sangat penting, mengingat hal 
ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 
untuk tempat tinggal dan penghidupan. Kepemilikan 
tanah akan lengkap dengan proses pengakuan hak 
kepemilikan yang diakui oleh negara (Yubaidi et al., 
2022). Tanpa adanya kejelasan dalam kepemilikan 
tanah, kesejahteraan masyarakat serta permanfaatan 
dan penggunaan tanah menjadi kurang maksimal, 
sehingga perlu dilakukan reforma agraria.

Reforma agraria didefinisikan sebagai 
restrukturisasi atau pembaharuan struktur 
kepemilikan, pengendalian, dan penggunaan tanah/
wilayah, demi kepentingan petani kecil, petani tanpa 
tanah, dan buruh tani tanpa tanah (Wiradi, 2005). 
Reforma agraria merupakan suatu perubahan besar 
dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan 
akses petani miskin pada lahan, serta kepastian 
penguasaan bagi mereka yang menggarap 
lahan (Fatimah, 2015). Hal ini membuat program 
reforma agraria menjadi sangat penting, karena 
pelaksanaannya melibatkan fungsi dan struktur 
pengawasan terhadap kepemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah yang berdampak langsung 
pada kesejahteraan masyarakat (Anida et al., 2018). 
Reforma agraria akan menjadi langkah awal dalam 
mencapai keadilan pertanian dan meningkatkan 
akses petani/pemilik tanah ke lahan, yang pada 
gilirannya berdampak positif pada produktivitas 
pertanian dan kesejahteraan para petani tersebut 
(Arisaputra, 2015).

Di Indonesia, teori terbentuknya kampung 
reforma agraria (KRA) bermula dari harapan bahwa 
desa-desa dapat mengelola sumber daya alam 
mereka secara mandiri dengan bantuan dana desa  
pemerintah pusat, dalam konsep desa maju reforma 
agraria (Nurdin, 2018). Namun faktanya, bahwa 

pihak-pihak di luar desa telah lama menguasai 
sumber daya alam desa, yang menyebabkan krisis 
agraria di pedesaan. Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo berkomitmen dalam menjalankan program 
reforma agraria yang mencakup penataan aset dan 
perhutanan sosial. Program ini merupakan upaya 
untuk mewujudkan konsep desa maju reforma 
agraria, sebagai dasar terbentuknya KRA. Dalam 
sejarah Indonesia, penataan ulang agraria telah 
berlangsung dalam tiga periode, yaitu landreform, 
program pembaruan agraria nasional (PPAN), dan 
reforma agraria (Mahmud et al., 2017). Dari ketiga 
periode tersebut dihasilkan berbagai kebijakan yang 
dituangkan dalam produk hukum, seperti Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), Perpres Nomor 86 
Tahun 2018, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan 
tersebut mengatur berbagai aspek pelaksanaan 
reforma agraria, seperti penataan aset, perhutanan 
sosial, dan pemberdayaan masyarakat, yang 
bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria. 

Pada kegiatan reforma agraria, integrasi antara 
penataan aset dan penataan akses dapat menjadi 
pilot project KRA. Penelitian yang dilaksanakan 
Fitriansyah et al., (2022) berupa implementasi 
kegiatan redistribusi tanah di Desa Cambai Selatan 
dimana sebanyak 727 bidang tanah dari tahun 
2017 hingga 2022 yang diintegrasikan dengan 
kegiatan akses reforma agraria, menjadikan desa 
tersebut sebagai pilot project KRA di Kabupaten 
Bangka Tengah. KRA merupakan wujud dan bentuk 
keberhasilan yang telah dilaksanakan penataan aset, 
penataan penggunaan tanah, dan penataan akses 
(Kementerian ATR/BPN, 2023). Hal ini dimaksudkan 
agar KRA menjadi contoh nyata keberhasilan 
pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada 
keadilan sosial, integrasi, kegunaan, keberhasilan, 
keserasian, keseimbangan, keberlanjutan, 
transparansi, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan 
hukum untuk kepentingan masyarakat.

Kurangnya informasi analisis spasial terkait 
KRA di Indonesia menjadi salah satu perhatian 
dalam penyusunan penelitian ini. Hal ini dikarenakan 
informasi tersebut penting untuk mengetahui 
distribusi dan sebaran KRA di Indonesia. Dengan 
adanya informasi ini, maka dapat dilakukan 
analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan KRA. Analisis ini penting untuk 
mendukung pelaksanaan program reforma agraria di 
Indonesia.
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Untuk memastikan bahwa kegiatan reforma 
agraria berjalan dengan sukses dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat setempat, sangat penting 
untuk memahami pola sebaran serta hubungan 
spasial bidang-bidang tanah. Penelitian yang 
dilakukan oleh Amir (2020) menunjukkan bahwa 
pola sebaran spasial bidang tanah yang terdaftar 
secara acak, tanpa membentuk pola clustered, 
dapat mempengaruhi kebijakan penentuan lokasi 
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 
Kabupaten Takalar, sehingga prinsip sistematis 
belum dapat tercapai. Hasil dari pola sebaran spasial 
ini juga dapat menjadi pedoman dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang dan tanah (Widjanarko et al., 
2006). Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola 
sebaran serta hubungan spasial dalam kegiatan 
pertanahan menjadi sangat penting agar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat, memenuhi 
prinsip sistematis, dan memberikan manfaat yang 
maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pola sebaran serta hubungan spasial bidang-bidang 
tanah pada lokasi KRA dengan menggunakan 
analisis   spatial autocorrelation. Analisis ini 
memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang 
berharga terhadap kondisi masyarakat setempat, 
serta dapat menjadi landasan bagi perancangan 
program-program atau pengembangan lebih lanjut 
dalam kerangka kebijakan agraria, tata ruang, dan 
pertanahan.

II.	 METODE
A.	 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Desa Sumberklampok, 
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi 
Bali (Gambar 1). Desa Sumberklampok merupakan 
kawasan yang unik dimana sebelah utara berbatasan 
langsung dengan Laut Bali, sebelah selatan hutan 
Taman Nasional Bali Barat (TNBB), sebelah timur 
Desa Pejarakan, dan sebelah barat Kabupaten 
Jembrana (Gambar 1). Desa Sumberklampok 
memiliki luas wilayah 39,8 km2 dan berjarak 77 km 
dari Ibukota Kabupaten Buleleng, serta terdiri dari tiga 
banjar dinas (Herawati, 2014). Pada tahun 2022, Desa 
Sumberklampok ditetapkan sebagai pilot project KRA 
oleh tim gugus tugas reforma agraria (GTRA) melalui 
Pemerintah Kabupaten Buleleng. Melalui upaya 
tim percepatan penyelesaian konflik dan kebijakan 

reforma agraria 2021, Desa Sumberklampok berhasil 
menyelesaikan konflik agraria selama 61 tahun 
dengan pemberian 1.613 sertifikat bidang tanah 
dalam dua tahap (Kantor Pertanahan Kabupaten 
Buleleng, 2021a). Dengan jumlah penduduk 3.549 
jiwa dan kepadatan penduduk 89,17 jiwa/km2 (Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2022), Desa 
Sumberklampok menjadi model pemberdayaan 
dalam reforma agraria dengan 21 program yang 
melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dan 
daerah (Kantor Staf Presiden, 2022).

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, 2021b

Gambar 1 Peta Administrasi Wilayah Desa 
Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten 

Buleleng, Provinsi Bali

B.	 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Buleleng. Data sekunder 
yang digunakan adalah data bidang tanah Desa 
Sumberklampok antara lain 

1.	 data luas per objek bidang tanah KRA Desa 
Sumberklampok tahun 2023 sebanyak 1.613 
bidang tanah, 

2.	 data luas per objek bidang tanah objek 
reforma agraria (TORA) Desa Sumberklampok 
sebanyak 213 bidang tanah.

Pada penelitian ini data luas per objek bidang 
tanah dipilih karena data ini bersifat spasial, 
serta berkaitan dengan ruang atau tempat. Hal 
ini menjadi penting sebab penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pola sebaran serta hubungan 
spasial bidang-bidang tanah. Dalam analisis 
selain digunakan data luas per objek bidang, juga 
digunakan data gabungan antara data luas per objek 
bidang tanah KRA dan TORA Desa Sumberklampok.
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C.	 Metode Analisis
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis spatial autocorrelation, yang mengukur 
kemiripan dari objek di dalam suatu ruang, baik jarak, 
waktu, ataupun wilayah (Syafitri et al., 2008). Spatial 
autocorrelation mengindikasikan bahwa nilai atribut 
pada daerah tertentu terkait dengan nilai atribut pada 
daerah lain yang letaknya berdekatan (bertetangga) 
(Pratiwi et al., 2016). Nilai positif mengindikasikan 
lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang 
mirip dan cenderung berkelompok, sedangkan nilai 
negatif mengindikasikan lokasi yang berdekatan 
mempunyai nilai yang berbeda dan cenderung 
menyebar, dan tidak terdapat spatial autocorrelation 
mengindikasikan pola lokasi acak (Yuriantari, 2017). 
Untuk mengetahui pola sebaran spasial digunakan 
Indeks Moran, sedangkan untuk mengetahui 
hubungan spasial di setiap lokasi digunakan local 
indicator of spatial autocorrelation (LISA). 

1.	 Indeks Moran

Indeks Moran adalah metode yang cocok untuk 
mengetahui pola sebaran spasial dalam konteks 
reforma agraria. Indeks ini dapat digunakan untuk 
mengukur keterkaitan antar unit pengamatan dalam 
ruang, dan dapat digunakan untuk mengetahui pola 
konsentrasi, dispersi, atau anti-konsentrasi dari 
program reforma agraria. Indeks Moran paling sering 
digunakan untuk mengukur spatial autocorrelation 
dan mengkuantifikasi kesamaan variabel hasil 
antar wilayah (area) yang disebut sebagai spasial 
terkait (Anselin, 1995). Selain itu, dapat digunakan 
untuk menemukan awal keacakan spasial, yang 
menunjukkan pola spasial seperti kelompok atau tren 
ruang (Pfeiffer et al., 2008).

Dalam perhitungan Indeks Moran (persamaan 1), 
nilainya berkisar antara -1 hingga 1. Nilai indeks 
Moran nol menunjukkan bahwa tidak berkelompok, 
sedangkan nilai Indeks Moran positif menunjukkan 
bahwa lokasi yang berdekatan memiliki nilai yang 
sama dan cenderung berkelompok. Nilai Indeks 
Moran negatif menunjukkan bahwa lokasi yang 
berdekatan memiliki nilai yang berbeda (Pfeiffer et 
al., 2008). 

2.	 Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA)

Indeks Moran tidak dapat menemukan hubungan 
antara satu lokasi pengamatan dengan lokasi 
pengamatan yang lain. Oleh karena itu, LISA diperlukan 
untuk mendapatkan informasi tentang kecenderungan 
adanya hubungan spasial di setiap lokasi (Mailanda 
et al., 2022). Menurut Kowe et al., (2020) metode 
Anselin (persamaan 3) digunakan untuk mengetahui 
nilai indeks LISA dengan menghitung matriks bobot 
spasial dan variabel yang telah distandarisasi.

Li adalah nilai LISA pada lokasi ke-i, n adalah banyak 
lokasi pengamatan, xi adalah nilai pengamatan pada 
lokasi ke-i, xj adalah nilai pengamatan pada lokasi 
ke-j, x̅  adalah rata-rata nilai pengamatan, dan wij 
adalah elemen matriks pembobot antara lokasi i dan j 
(Mailanda et al., 2022).

III.	HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	 Nilai Indeks Moran
Indeks Moran digunakan untuk menganalisis spatial 
autocorrelation data luas per objek bidang tanah secara 
global. Pertama, data luas per objek bidang tanah 
KRA menunjukan bahwa, dari software ArcGIS 10.7.1, 
diperoleh Indeks Moran 0,47 (Gambar 2). Kedua, 
data luas per objek bidang tanah KRA digabungkan 
(union) dengan data luas per objek bidang TORA di 
Desa Sumberklampok. Data hasil gabungan tersebut 
kemudian dilakukan analisis spatial autocorrelation 
dan dihasilkan Indeks Moran 0,45. 

Indeks Moran memiliki rentang nilai diantara 
-1 < i < 1, dimana nilai Indeks Moran yang tinggi 
mengartikan bahwa autocorrelation tinggi, sedangkan 
nilai 0 mengartikan tidak adanya autocorrelation  
(Amir, 2020). Berdasarkan nilai Indeks Moran yang 
didapatkan bahwa data luas per objek bidang tanah 
KRA Desa Sumberklampok berada pada rentang 
0 < i < 1 sehingga menunjukkan adanya spatial 
autocorrelation positif. Artinya pola sebaran spasial 
data luas per objek bidang tanah KRA adalah 
mengelompok (clustered). Hasil yang cenderung 
sama juga ditunjukkan pada data gabungan luas per 
objek bidang tanah KRA dengan TORA, dimana hasil 
spatial autocorrelation menunjukan pola sebaran 
mengelompok (clustered).
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Gambar 2 Hasil Indeks Moran (a) data luas per objek bidang tanah KRA Desa Sumberklampok dan (b) data gabungan luas 

per objek bidang tanah KRA dan TORA Desa Sumberklampok

B.	 Hasil Local Indicator of Spatial 
Autocorrelation (LISA)

Hasil analisis dengan LISA akan diperoleh peta 
sebaran yang menunjukkan wilayah-wilayah yang 
memiliki korelasi, sedangkan apakah bidang tanah 
tersebut mengumpul atau menyebar atau acak 
dilihat dari besar nilai Indeks Moran (Ratna, 2022). 
Nilai LISA digunakan untuk mengidentifikasi adanya 
hubungan spasial yang signifikan dan pencilannya 
(pencilan spasial merupakan daerah yang memiliki 
nilai berlawanan dengan daerah di sekitarnya) 
(Saputro et al., 2017). Menurut hubungan spasial 
sesuai dengan nilai LISA dapat diklasifikasikan 
dalam empat hubungan spasial sebagai berikut : 1) 
clusters, high-high (H-H), suatu daerah yang memiliki 
hubungan spasial dengan daerah sekitarnya jika 
memiliki nilai LISA yang sama tinggi dan signifikan, 2) 
outliers, low-high (L-H), suatu daerah yang memiliki 
hubungan spasial dengan daerah sekitarnya jika 
memiliki nilai LISA yang lebih rendah dan signifikan 
dibandingkan dengan sekitarnya, 3) outliers, high-low 
(H-L), suatu daerah yang memiliki hubungan spasial 
dengan daerah sekitarnya jika memiliki nilai LISA 
yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan 
sekitarnya, dan 4) clusters, low-low (L-L), suatu 
daerah yang memiliki hubungan spasial dengan 
daerah sekitarnya jika memiliki nilai LISA yang sama 
rendah dan signifikan.

Berdasarkan hasil LISA (Gambar 3), pada data 
luas per objek bidang tanah KRA Desa Sumberklampok  
menunjukan bahwa, dari software ArcGIS 10.7.1, 
sebanyak 251 bidang tanah berada di H-H, sebanyak 19 
bidang tanah berada di H-L, sebanyak 25 bidang tanah 
berada di L-H dan sebanyak 908 bidang tanah berada di 
L-L. Untuk data gabungan luas per objek bidang tanah 
KRA dan TORA Desa Sumberklampok menunjukkan 
bahwa sebanyak 377 bidang tanah berada di H-H, 
sebanyak 41 bidang tanah berada di H-L, sebanyak 17 
bidang tanah berada di L-H dan sebanyak 1.364 bidang 
tanah berada di L-L.

Pada data luas per objek bidang tanah KRA Desa 
Sumberklampok dapat dilihat bahwa hubungan spasial 
L-L merupakan klasifikasi lokasi dengan hubungan 
spasial bidang tanah yang paling tinggi, dengan lokasi 
bidang-bidang tanah tersebut merupakan permukiman. 
Lokasi hubungan spasial yang paling rendah adalah 
H-L, yang merupakan lokasi lahan garapan yang berada 
dekat dengan permukiman. Untuk jenis data gabungan 
luas per objek bidang tanah KRA dengan TORA Desa 
Sumberklampok dapat dilihat bahwa hubungan spasial 
L-L merupakan klasifikasi lokasi hubungan spasial 
bidang tanah yang paling tinggi, dimana lokasi bidang-
bidang tanah tersebut merupakan permukiman. Lokasi 
hubungan spasial yang paling rendah adalah L-H, yang 
merupakan lokasi permukiman yang berada dekat 
dengan lahan garapan.
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Gambar 3 Hubungan spasial nilai LISA (a) data luas per objek bidang tanah KRA Desa Sumberklampok dan (b) data 
gabungan luas per objek bidang tanah KRA dan TORA Desa Sumberklampok

	 Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh 
bahwa terdapat pola yang mengelompok (clustered) 
di Desa Sumberklampok. Artinya terdapat 
kecenderungan masyarakat lebih terkonsentrasi 
di wilayah permukiman. Data dan informasi ini 
diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan 
terkait dengan kebijakan reforma agraria yang 
difokuskan pada pemerataan kepemilikan tanah 
serta peningkatan akses terhadap lahan. Selain itu 
juga untuk memastikan bahwa kegiatan reforma 
agraria berjalan dengan baik sesuai kebutuhan 
masyarakat setempat. Koordinasi dan komunikasi 
antara pemerintah dengan para pelaku di lapangan 
diperlukan untuk implementasi dan pengembangan 
yang lebih luas.

IV.	KESIMPULAN
Pola sebaran spasial bidang tanah KRA dan potensi 
TORA di Desa Sumberklampok menunjukkan pola 
yang sama, yaitu mengelompok (clustered). Hal ini 
mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan 
kepemilikan tanah yang berkelompok di lokasi yang 
sama. Hubungan spasial yang paling signifikan 
adalah pada lokasi permukiman, mengindikasikan 
bahwa masyarakat Desa Sumberklampok lebih 
terkonsentrasi di lokasi ini. Hal ini dapat berpengaruh 
terhadap faktor-faktor seperti kemudahan akses dan 
kesejahteraan masyarakat setempat sebagai subjek 
hak.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai 
perlunya kebijakan reforma agraria yang difokuskan 
pada pemerataan kepemilikan tanah serta 
peningkatan akses terhadap lahan yang memiliki 
potensi. Kebijakan reforma agraria dapat difokuskan 
pada lokasi permukiman untuk meningkatkan 
pemerataan kepemilikan tanah dan akses terhadap 
lahan produktif. Analisis ini dapat menjadi dasar 
untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif serta 
perumusan strategi yang tepat dalam pengembangan 
wilayah kawasan KRA. Kebijakan dan strategi yang 
tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat dan mewujudkan tujuan 
reforma agraria.
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